nery wWe[sy sejisIdAm ueeyesndiog

iy disay yejepe il udwnyo(]

PENYELESAIAN WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN
SEWAMENYEWA MOBIL ANTARA PENYEWA DENGAN RIZKY
OTO RENT CAR DI KOTA PEKANBARU

SKRIPSI
Diajukan Sek

%

‘;,b
; S WD
L ,‘

’
4
5
’
7
E

PEKANBARU
2016



UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS HUKUM

Alamat - Jalan Kaharuddin Nasution No. 113 Perhentian Marpoyan Telp. (0761) 72127
Fax (0761) 674834, PEKANBARU — 28284

BERAKREDITAST“ A “ BERDASARKAN SK BAN-P'I NO, 217SK/BAN-PITAK-XVISX 2013

Bismillahirrelonanirrohim

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas [slam Riau, Nomeor : 100
/KPTS/FH-UIR/2016 Tanggal 18 Ka
telah dilaksanakan Usjia

A2

a\‘l‘\‘; “‘

M disiy yepepe [l udwnjo(q

-
-

nery wejsy sejisIdAm) ueeyeisndiog

Notulen o 0/

4 Meilan Lestari, S.H,M.H o —L4d, Lol
l'.'",/ ,z:_". N t
- " VA Pekanbaru, 21 April 2016
~38 4 Dekan Fakultas Hukum UIR
_’ \ J‘_:‘ {_.4"‘

N\ - A
£, HUY
AL R AT Q;é;;ldi SH.MCL,

Nip. 19631128 1994031001



SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU
NOMOR : 100/ KPTS/FH-UIR/ 2016
TENTANG PENETAPAN TIM PENGUJI UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI MAHASISWA
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

Menimbang: 1. Bahwa uniuk pelaksanaan ujian komprehensif skripsi mahasiswa periu di tetapkan fim penguji dalam
Surat Keputusan Dekan.
2. Bahwanama-nama tersebut di bawah ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai penguji.

Mengingat :

~
1)
-
-
] M7MUIRKPTSI2012
!
-
85 ©  Menetapkan:
= S
& =
& =
— aslam Perjanjian Sewa
d = a Dengan Rizky Oto Rent

=-
= —
s 5
< o
o =

&
5 =
;- T mpinan fakultas selambat-

ﬂ
ﬁ _g a terdapat kekeliruan segera
]
=
B =
E -
=]
=

Dr. Abd. Thalib, SH., M.C.L
Kuasa No.749/A-UIRG-FH/2016
Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Rektor Universitas [slam Riau di Pekanbaru
2. Yth. Bapak Kepala Biro Keuangan Universitas Islam Riau di Pekanbaru

3. Pertinggal



nery wejsy sejsIaAm ueeyeisndiog

DI disay yepepe fur udwnyo(q

SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya, yang be

Nama

NPM

Tempa

Program §

Alamat

Judul Skrip yjian Sewa
((((( Rizky Oto

Dengan ini diri, orisinil

dan tidak ¢ & 2 T™a Sepeng ni belum

pernah ditulis”or ‘ .. Ap mu merupakan

hasil karya orang au has 8 ain (plagiat),



nery wejsy sejsIaAm ueeyeisndiog

DI disay yepepe fur udwnyo(

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

22-02-2016

kuesioner.
c. Teliti di dala

pengetikan, terutama
penggunaan tanda baca

dan  penulisan  huruf
capital.

d. Kesimpulan agar
diringkas




nery wejsy sejsIAm ueeyeisndiog

DI disay yepepe fur udwnyo(

[ 25-02-2016 | Perbaiki dan sempurnakan:
a. Koreksi abstrak.

kembali

11-02-2016

14-03-2016 :
a. Perbaiki
abstrak. A
b. Perbaiki kesimpulan
saran

16-03-2016 |{ Acc dapat dilanjutkan ke
Pembimbing [




nery wejsy sejsIAm ueeyeisndiog

DI disay yepepe fur udwnyo(

21-03-2016 | Perbaiki dan sempurnakan:
a. Perbaiki Bab Il A dan B

08-04-2016

11-04-2016 | Perbaiki dan sempurnakan:
a. Perbaiki tabel penelitian

b. Perbaiki kesimpulan dan
saran. |
|
sl




nery wejsy sejsIAm ueeyeisndiog

DI disay yepepe fur udwnyo(

13-04-2016 | Acc Pembimbing I dan dapat
diperbanyak

¢

SRR

@wﬁ@mmﬂw}“ar,g
=z » o
."',:'.{ 18

]
] [od
‘trl

7 B
‘_ = |

<SS

‘\\\\\\\

N




UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS HUKUM

Alamat : Jalan Knharuddin Nasution No. 113, Pechentian Marpoyan Pekanbaru, Risu - 28284
Telp. ( 0761 ) 72127 Fax. (0761) 674834, T2127

T AR

-

ﬂBl“.RA,KRF.Dl FTASI "A“ BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 217/SK/BAN-PT/AK-XVI/S/X/2013

nery wejsy sejsIAm ueeyeisndiog

DI disay yepepe fur udwnyo(

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI




Il udwnyo(]

AP disay yepepe

nery we[sy sejsIdAiu ) ueeyeisndidg

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU
NOMOR : 038/PTS/FH-UIR/2016
TENTANG PENUNJUKAN PEMBIMBING PENULISAN SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

Menimbang : 1. Bahwa untuk membantu mahasiswa dalam penyusunan skripsi yang lebih berkualitas perlu ditunjuk
Dosen Pcmbimbing | dan Pembimbing Il dengan Surat Keputusan Dekan.
2. Bahwa nama-nama yang ditetapkan dalam surat keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi
syarat sebagai pembimbing.

Mengingat : UU No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen

Menetapkan :

SEWA MENYEWA
RENT CAR DI KOTA

AN IO E

2/UIR/KPTS/1989 Tentang
n UIR serta hasil Seminar

2, 3 inaldi, SH. ,M.CL
. 15631128 1994031001

Tembusan di sampaikan kepada :
1. ¥th, Rektor Universitas Islam Riau
2. Yth. Ka.Biro Keuangan UIR Pekanbaru
3. ¥Yth, Dosen Pembimbing | dan 1l
4. Yth. Ketua Bagian Hukum Perdata
5. Pertinggal



Il udwnyo(]

AP disay yepepe

nery we[sy sejsIdAmu ) ueeyeisndidg

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU
NOMOR : 038/KPTS/FH-UIR/2016
TENTANG PENUNJUKAN PEMBIMBING PENULISAN SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

Menimbang : 1. Bahwa untuk membantu mahasiswa dalam penyusunan skripsi yang lebih berkualitas perlu ditunjuk
Dosen Pembimbing | dan Pembimbing Il dengan Surat Keputusan Dekan.
2. Bahwa nama-nama yang ditetapkan dalam surat keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi
syarat sebagai pembimbing.

Mengingal :

Menetapkan :

£2/UIR/KPTS/1989 Tentang
pan UIR serta hasil Seminar

Kutipan : Disamp - - tgkutan untuk dilaksanakan dengan sebaik-
baiknya.

A _i./_‘:"_'_‘_’;ll[)';te’jipkan : Pekanbaruy,
Y oot P {’ wepal - 10 Februari 2016

Tembusan di sampaikan kepada
1. Yth Rektor Unwersitas (slam Riau ' — m—

Yth, Ka, Bire Kevangan UIR Pekanbaru

Yth. Dosen Fembimbing | dan i

Yth, Ketua Bagian Hukum Perdats

Pertingeal

Lol ot - v



ABSTRAK

Perjanjian itu diadakan orang adalah untuk melaksanakan prestasi antara mereka
terpenuhi. Sementara pada praktek di lapangan semua kemudahan yang diperoleh penyewa
tidak seperti yang diharapkan dan begitu juga yang terjadi padapemberi sewa yang disebabkan
seringnya terjadi wanprestasi oleh penyewa jasa rental mobil Rizky Oto Rent Car, yaitu
terlambatnya mengembalikan mobil yang disewa, tidak tepat waktu sesuai dengan kesepakatan
yang telah ditentukan dnlnm perjanjian, dan apabila terjadi kecelakaan pihak rental mobil pun
mengalami kerugian yang sangat besar.

Masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimanakah ketentuan mengenai hak dan
kewajiban para pihak daiam pelaksanaan sewa: menyewa mobil pada Rizky Oto RentCar di
Kota Pekanbaru dan Bagaimanakah penyelesaian sengketaterhadap wanprestasi oleh penyewa
dalam pelaksanaan sewa menyewa mobil pada Rizky Oto Rent Car di Kota Pekanbaru.

Penelitian ini, tergolong jenis penelitian observaticmal research dengan cara survey,
Sedangkan sifatnya adalah bersifat deskriptif. Data yang digunakan adalah data primer dan data
sekunder.

Dari hasil penelitian diketahui bahwa ketentuan mengenai hak dan kewajiban para pihak
dalam pelaksanaan sewa menyewa mobil pada Rizky” Oto Rent Car di Kota Pekanbaru adalah
hak dan kewajiban pihak yang menyewakan mobil ialah seperti haknya yaitu: menerima uang
sewa, menerima jaminan, berhak atas ganti rugi apabila kerugian diakibatkan oleh faktor
kesengajaan/kealpaan, berhak meminta pember.tulan kendaraan jika ada kerusakan/ kehilangan
pada kendaraan, sedangkan kewajibannya seperti: menyerahkan mobil pada penyewa dalam
kondisi baik dan bertanggung jawab terhadap cacat tersembunyi. Kemudian hak bagi pihak
penyewa mobil seperti: menerima mobil sesuai dengan perjanjian, berhak menerima
pcmbelulan/penukaran jika keadaan obyek sewa tidak sesuai dengan yang dipeijanjikan, berhak
menuntut ganti kerugian, sedangkan kewajiban bagi pihak penyewa seperti: membayar harga
sewa, penyewa menanggung semua-kerugian, mencukupi'segala keperluan operasional mobil,
wajib menyerahkan mobil sesuai dengan waktu yang telah dipeijanjikan. Serta penyelesaian
sengketa terhadap wanprestasi oleh penyewa dalam pelaksanaan sewa menyewa mobil pada
Rizky Oto Rent Car di Kota Pekanbaru adalah dilakukan dengan musyawarah dengan
menghubungi penyewa dan menyelesaikan masalahnya secara bersama dengan baik, apabila
pihak Rizky Oto Rent Car tidak melakukan tindakan/ menuntut ganti rugi karena penggunaan
lidak menyimpang dariapa yang dipeijanjikan dan tidak mengakibatkan kerugian, tetapi apabila
dalam penggunaan yang menyimpang mengakibatkan kerugian bagi pihak Rizky Oto Rent Car
maka pihak yang menyewakan akan menuntut ganti rugi atau kerusakan yang dilakukan pihak
penyewa dan di Rizky Oto Rent Car jarang yang dilakukan penyelesaikan ke jalur pengadilan.
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BABI
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah

Memenuhi kebutuhan-kebutuhan manusia di dalam.masyarakat, individu vang satu
senantiasa berhubungan dengan individu yang lain. Dengan perhubungan tersebut diharapkan
kebutuhan yang dikehendaki oleh individu yang satu akan dipenuhi oleh individu yang lain,
demikian pula sebaliknya secara timbal balik. Hubunganantara dua individu yang timbal balik
tersebut dapat dikatakan sebagai bentuk kerjasama atau dalam hukum Indonesia dikenal dengan
istilah perikatan. Perikatan adalah suatu hubungan hukum antara dua individu atau dua pihak,
di mana pihak yang satu menuntut sesuatu hal atau prestasi dari pihak yang lain, dan pihak yang
lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan tersebut.® Perikatan timbul dari adanya suatu
perjanjian. Perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seorang berjanji dan mengikatkan dirinya
kepada seorang yang lain atau peristiwa di mana dua orang saling berjanji.

Perjanjian - mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan perundang- undangan.?
Avrtinya, perjanjian tersebut berlakudan. mengikat bagi-para pihak secara hukum. Bagi kalangan
bisnis, perjanjian ini sering dibuat sebagai pedoman atau pegangan di dalam pelaksanaan
transaksi bisnis atau penyelesaian sengketa bila terjadi perselisihan dikemudian hari.

Hukum perjanjian bersifat terbuka atau mempunyai suatu asas kebebasan berkontrak,
artinya kebebasan yang diberikan seluas-luasnya kepada siapapun untuk mengadakan
perjanjian yang berisi apa saja, asalkan tidak melanggar undang-undang, ketertiban umum, dan
kesusilaan. Para pembuat perjanjian boleh membuat ketentuan-ketentuan sendiri yang
menyimpang dari pasal-pasal dari hukum perjanjian. Sedangkan pasal-pasal dari hukum
perjanjian merupakan pelengkap, yang berarti pasal pasal tersebut dapat dikesampingkan

manakala dikehendaki oleh pihak-pihak yang membuat suatu perjanjian. Kalau mereka tidak

1 R. Subekti, Hukum Perjanjian. Intermasa, Jakarta, 2002, him. 1. 1

2 Sanusi Bintang dan Dahlan, Pokok-Pokuk Hukum Ekonomi dan Bisnis, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, him.
11.
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mengatur sendiri sesuatu hal, berarti mengenai hal tersebut akan tunduk pada undang-undang
yang berlaku.® Sistem terbuka ini dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia,

lazimnya disimpulkan dalam Pasal 1338 ayat (1), yang berbunyi bahwa:* Semua perjanjian

¢ Ibid, him. 13
4 fbid, him. 14
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Manusia merupakan mahkluk sosial yang bermasyarakat.® Artinya manusia
membutuhkan sekaligus dibutuhkan manusia lainnya. Keadaan yang saling
membutuhkan ini pasti akan melahirkan suatu interaksi. Dalam hal ini, subjek
hukum yaitu individu dapat melakukan interaksi dengan tanggung jawab serta
konsekuensi dari perbuatan hukum yang ia lakukan. Interaksi yang dilakukan oleh
manusia menimbulkan suatu.rasa,saling membutuhkan satu sama lain. Pada saat
tertentu rasa saling membutuhkan menimbulkan kepercayaan inilah yang
membuat manusia mengikat diri dalam perjanjian.
Ketika para pihak menentukan hak dan kewajiban serta hal-hal lain yang
menjadi substansi peijanjian, maka para pihak memasuki ruang asas kebebasan

berkontrak.* > Maka menurut Hans Kelsen:

“Perjanjian adalah tindakan hukum dua pihak di mana norma hukum mewajibkan dan
memberikan wewenang kepada para pihak melakukan perjanjian yang dilahirkan oleh
keijasama dari minimal dua orang yang didasarkan prinsip otonomi yang diberikan pada
para pihak dimana tidak seorang pun diwajibkan terhadap, atau bahkan tanpa
persetujuannya sendiri di mana dari hubungan hukum tersebut dilahirkan norma yang
merupakan perjanjian yang. diadakan oleh para pihak yang harus menghendaki hal yang
sama dan kehendak-kehendak yang sejajar”

Transportasi darat merupakan salah satu alat transportasi yang sering digunakan
masyarakat dalam kehidupannya sehari-hari, khususnya masyarakat di Kota Pekanbaru, yaitu
salah satu kota yang berkembang pesat di dalam penggunaan sarana transportasi darat.

Penggunaaan transportasi darat khususnya

3 Darji Darmono dan Shidarta, Pokok-Pokok Filsafat Hukum, Apa Dan Bagaimana Hukum Indonesia, PT. Gramedia
Pustaka Utama, Jakarta, 1995, him.73

4 Tan Kamcllo, Karakter Hukum Perdata dalam Fungsi Perbankan Melalui Hubungan Antara Bank Dengan
Nasabah”, disampaikan pada Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar Tetap dalam Bidang [lmu Hukum Perdata pada
Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Gelanggang Mahasiswa Kampus USU, 2 September 2006, him. 11.

5 Hans Kelsen, Teori Umum Hukum Dan Negara, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Illmu Hukum
Deskriptif-Empirik, Bee Media Indonesia, Jakarta, 2007, him. 203-205
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kendaraan roda empat (mobil) sudah menjadi kebutuhan masyarakat, oleh karena itu
keberadaan mobil tidak terlepas dari tingkat pertumbuhan ekonomi dan kebutuhan masyarakat

itu sendiri akan sarana transportasi. Penggunaan transportasi darat khususnya roda empat

(mobil) ini,
karena itu arakat s i ; : : ‘ perjanjian sewa
menyewa denga 3 Mas _ innya. Den a e ewa menyewa ini
dapat memb { itu dari pihak peny: _ 1a ; enyewakan akan saling
mendapatkan : : e gan kenikmatan dari benda

yang disewa. Olet ena itu pihe i er ﬁ obil yang di sewa

menyewakan dan merentalkan mobil kepada mayarakat yang membutuhkan.

Penyewa dapat menggunakan mobil yang disewakan dengan cara mengunjungi tempat
pemberi sewa untuk memilih jenis mobil yang akan disewa. Setelah mendapatkan jenis mobil
yang ingin disewa, pihak Rizky Oto Rent Car meminta kepada penyew'a untuk memeriksa
keadaan mobil yang disewa. Hal ini didasarkan atas kesepakatan perjanjian yang menyatakan
bahwa mobil yang disewa adalah layak untuk digunakan oleh penyewa. Selanjutnya kedua

4
belah pihak menandatangani peijanjian tertulis yang mengatur ketentuan antara lain berupa
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jangka waktu sewa, syarat-syarat sebagai penyewa, hak dan kewajiban penyewa dan lain
sebagainya. Kesepakatan antara kedua belah pihak dalam suatu bentuk perjanjian oleh pemberi

sewa dicatat dan dibukukan oleh pihak Rizky Oto Rent Car dengan tujuan agar mudah menemui

mengikatkan ~ adap sa ang ata ubekti peijanjian
itu adalah suatu per 3 ane 0ra : ke a Jimana dua orang
saling berja i ela Jat BPe { sewa menyewa

gan mengadakan

suatu barang, selama
ak terakhir disanggupi

. Adanya kesepakatan antara kedua be .

c. Adanya objek sewa menyewa yaitu barang, baik barang bergerak maupun tidak
bergerak.

d. Adanya kewajiban dari pihak yang menyewakan untuk menyerahkan kenikmatan
kepada pihak penyewa atas suatu benda.

e. Adanya kewajiban dari penyewa untuk menyerahkan uang pembayaran kepada pihak
yang menyewakan.'"

o

6 Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

R. Subekti. Op.tCiU him.1.

YWirjono Prodjodikoro. Pokok-Pokok Hukum Perdata, Bale, Bandung, 1996, him.45. 5
9 Pasal 1548 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

103alim HS. Hukum Kontrak Dan Teknik Penyusunan Kontrak, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, him. 59.



Peijanjian sewa menyewa mobil terjadi antara dua belah pihak yaitu pihak yang
menyewakan mobil dengan pihak yang membutuhkan mobil atau yang dikenal dengan pihak
yang membutuhkan jasa sewa tersebut. Sewa menyewa mobil merupakan salah satu cara untuk
memenuhi kebutuhan yang mendesak.akan mobil bagi pihak yang belum dapat membelinya
sendiri, apalagi semenjak terjadinya krisis moneter yang lalu mengakibatkan makin rendahnya
penghasilan masyarakat. Sehingga orang; lebih-cenderung memenuhi kebutuhan pokoknya
dibandingkan kebutuhan akan barang mewah.

Mengenai bentuk sewa menyewa tidak diatur secara jelas didalam undang- undang.
Perjanjian sewa menyewa adalah suatu peijanjian konsensualitas atau adanya kesepakatan
antara kedua belah pihak mengenai hal-hal yang pokok dari apa yang menjadi objek peijanjian,
tetapi oleh undang-undang diadakan perbedaan antara peijanjian sewa menyewa secara tertulis

dengan peijanjian sewa menyewa secara lisan:

a. Jika sewa dibuat secara tulisan, maka sewa itu berakhir demi hukum, apabila waktu yang
ditentukan telah lampau, tanpa diperlukannya sesuatu pemberitahuan untuk itu

b. Jika sewa tidak dibuat dengan tulisan, maka sewa itu tidak berakhir pada waktu yang
ditentukan, melainkan jika-pihak lain bahwa ia hendak menghentikan sewanya, dengan
mengindahkan tenggang-tenggang »waktu' yang diharuskan. menurut kebiasaan
setempat.1'*

Seperti halnya peranjian yang lain, di dalam peijanjian sewa-menyewa
diberlakukan ketentuan umum mengenai syarat sahnya perjanjian sebagaimana
diatur pada Pasal 1320 KUlPerdata, yaitu:
1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya.
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan.
3. Suatu hal tertentu.
4. Suatu sebab yang hal.
Syarat nomor 1 dan nomor 2 disebut sebagai syarat subjektif, yaitu syarat sebagai subjek
hukum atau orangnya.** Sedangkan syarat nomor 3 dan nomor 4 disebut syarat objektif, yaitu
syarat untuk objek hukum atau bendanya.’* Berbicara mengenai kesepakatan di dalgm suatu

perjanjian, sudah dapat ?R. Subekti dan Tjitrosudibio, KitabUndang-Undang Hukum Perdata, PradnyaParamita,



1 vdwnyo(]

AP disay yepepe

nery wWe[sy sejisIdAm ueeyesndiog

Jakarta, 200!, him. 385.

HC.S.T Kansil dan Christinc S.T Kansil, Modul Hukum Perdata Termasuk Asas-Asas Hukum Perdata, Pradnya
Paramita, 2000, him. 223.

SIbfd. him. 223-224.
dipastikanpara pihak yang m

elaksanakannya menginginkan adanya prestasi, tetapi tidak jarang

peijanjianm ANg : : ut dapat meminta
ganti kerugi % ta gant as sz estasi maka tidak
terpenuhinya kewajiba eh sa usla ’ an sebagai suatu

arang dilakukan.

Wanprestasi yang dilakukan penyewa kepada pihak Rizky Oto Rent Car dapat terjadi
berupa:
1. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya, seperti tidak memberitahukan

kepada pihak Rizky Oto Rent Car 2 jam sebelum masa

$udarsono, Kamus Hukum, Rineka Cipta, 2007, him. 371 dan 578.

7
sewa berakhir dengan maksud untuk memperpanjang masa sewa sebagaimana diatur di
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dalam perjanjian.

2. Melakukan apa yang diperjanjikan tetapi terlambat, seperti terlambat mengembalikan

kendaraan yang disewakan sebagaimana waktu sewa yang telah disepakati.

seperti keterlambatan dalam pengemba (objek penelitian) dimana pihak penyewa
dalam mengembalikan mobil lewat dari jangka waktu yang telah ditentukan.

Ketertarikan penulis dalam mengambil judul ini karena pada dasarnya perjanjian itu
terjadi antara dua orang saling berjanji untuk melaksanakan suatu peijanjian yang sesuai dengan
isi pcijanjian sehingga prestasi antara mereka terpenuhi. Sementara pada praktek di lapangan

semua kemudahan yang diperoleh penyewa tidak seperti yang diharapkan dan begitu juga yang

8

wawancara dengan Randi Fajri Yunus Pemilik Rizky Oto Rent Car, Tanggal 27 Agustus 2015.
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teijadi pada pemberi sewa yang disebabkan seringnya terjadi wanprestasi oleh penyewa jasa
rental mobil Rizky Oto Rent Car, yaitu terlambatnya mengembalikan mobil yang disewa, tidak

tepat waktu sesuai dengan kesepakatan yang telah ditentukan dalam perjanjian, dan apabila

terjadi kecelakaan pik

dalam p prestasi dari
penyewa, qﬂ , dengan judul
penelitian, F 1 Mobil antara
Penyewa de

B.

elitian ini yaitu:

1. Bagai akah ketentua engenai > ak dalam pelaksanaan

2. Bagaimanaka g ota 3 0 penyewa dalam

Pekanbaru?

sewa menyewa mobil pada Rizky Oto RentCar di Kota Pekanbaru.
2. Untuk mengetahui penyelesaian sengketa terhadap wanprestasi oleh penyewa dalam
pelaksanaan sewa menyewa mobil pada Rizky Oto Rent Car di Kota Pekanbaru.
2. Manfaat Penelitian

Manfaat penulis dengan adanya penelitian ini, ditinjau dari dua segi, yaitu segi teoritis

dan praktis:
1. Manfaat Teoritis 9

a. Untuk mengembangkan ilmu pengetahuan yang di dapat di bangku perkuliahan dan
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membandingkannya dengan praktek di lapangan.
b. Sebagai sarana dalam mengembangkan wacana dan pemikiran bagi peneliti.

c. Serta sebagai bahan evaluasi bagi Rizky Oto Rcnt Car terhadap perjanjian sewu

agai mahasiswa

-
<
AP

an terutama di

is, khususnya di

D. Tinjau

LI

Menuru Hendri Sa S wanprestasi terhadap

Kemudian menurut Rion Darici 0 udul skripsi wanprestasi jual beli tanah (studi
Kasus Perkara Perdata Nomor: 27/PDT.G/2010/PN.PBR)
menjelaskan bahwa secara hukum perjanjian yang dibuat antara penggugat (H. Anneddy
Darwin) dan tergugat (A. Muis) telah memenuhi aturan hukum yang berlaku sesuai ketentuan
Pasal 1320 KU H Perdata, terhadap tanah yang diperjanjikan atau dipetjualbelikan tersebut.

Penggugat telah membayar secara tunai atas harga tanah yang telah disepakati kepada tergugat,

10

2 Jon Hendri Saputra, Tinjauan Yuridis Wanprestasi Terhadap Perjanjian Kerjasamu Penjualan Sepeda Motor
Dalam Perkara A'o. 104K/PDT/2010, Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Pekanbaru, 2014, him. 88.
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karena penggugat telah melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang diperjanjikan pada
bulan Maret 2007 maka secara hukum pula hak kepemilikan atas tanah tersebut telah berpindah

kepada pengugat, akan tetapi tergugat hingga saat ini belum juga menyerahkan tanah tersebut

dak melaksanakan prestasi
(prestarte) tapi terlambat,
melaksanakan prestasi (prestarte) namu agaimana mestinya."!

Wanprestasi dapat diartikan sebagai tidak terlaksananya prestasi karena kesalahan
debitur baik karena kesengajaan atau kelalaian. Menurut J Satrio: “Suatu keadaan di mana
debitur tidak memenuhi janjinya atau tidak memenuhi sebagaimana mestinya dan kesemuanya

itu dapat dipersalahkan kepadanya”. Kemudian menurut M. Yahya Harahap: “Wanprestasi

sebagai pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau dilakukan tidak menurut

11

13 Rion Darici, Wanprestasi Jual Beli Tanah (Studi Kasus Perkara Perdata Nomor: 27 PDT.G/2010 PN. P B R),
Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Pekanbaru, 2014, him. 76.



1 vdwnyo(]

AP disay yepepe

-
-

nery wesy sejisidAu) ueeyeisndiag

selayaknya, sehingga menimbulkan keharusan bagi pihak debitur untuk memberikan atau

membayar ganti rugi (schadcvergoeding), atau dengan adanya wanprestasi oleh salah satu

pihak, pihak yang lainnya dapat menuntut pembatalan peijanjian.41516

tidak dilaksans

1. Tidak

disamping pembatalan yaitu pemenuha an, ganti rugi atau pemenuhan perikatan
ditambah ganti rugi. Untuk menetapkan akibat-akibat tidak dipenuhinya perikatan, perlu

diketahui lelebih dahulu pihak yang lalai memenuhi perikatan tersebut. Seorang debitur yang

4 Lalu Danu Harvatma, Tinjauan Yuridis Perjanjian Leasing Dan Akibat Hukum Dalam Hal Terjadinya
Wanprestasi, Jurnal, Fakultas Hukum, Universitas Mataram, Mataram, 2013, him. 13

15Abd. Thalib dan Admiral, Arbitrase dan Hukum Bisnis, UJR Press, Pekanbaru, 2005 him.| 12.

16 https://sharesharcilmu.wordpress.com/2012/02/05/wanprestasi-dalani-perjanjian/diakses pada tanggal 12 April
2016

2Bintoro. Budaya Musyawarah Umuk Menyelesaikan Sengketa, Jurnal Mahkamah Edisi Vol 4 N o 2, OkibBer 2012,
UIR Press, Pekanbaru, 2012 him. 234.

8Subekti, Op.CU.hhn. 45.
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lalai, yang melakukan wanprestasi juga
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dapat digugat didepan hakim dan hakim akan menjatuhkan putusan yang merugikan pada

tergugat tersebut.®

E. Konsep Operasiona

Rent Car.
Sewa : : persetuj engan 18 ang satu mengikatkan
dirinya untuk 1 kepadz i 1a | barang selama suatu

waktu tertentu ayaran se 3 K tersebut belakangan itu

Car.

Pekanbaru.

28

Pnttp://www.pcngertianpakar.com/201 5/02/pengertian-wanprestasi-dan-
penjelasaimya.htnil?F_diakse$ pada tanggal 12 April 2016
% http://kamus.cektkp.com/perycle.saian/diakses pada tanggal 20 Januari 2015 2 J.C. T

Simorangkir, Kamus Hukum, Sinar Grafika, Jakarta. 2009, him. 186.
Ibid, him. 158.

14
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F. Metode Penelitian

Untuk memperoleh datasampai dengan penarikan kesimpulan dari penelitian ini, penulis

menggunakan metode penelitian yang diuraikan antara lain sebagai berikut:

1. Jenis dan Sifat Peneliti

) diperlukan,

~
ﬁ 1 k selanjutnya
E g ﬁ‘o‘ dapat para ahli
E s itian ini adalah
E’ = as dan terperinci

=
= bil pad
= = yewa mobil pada
B »
< &
e =
- .
wm = penelitian, tepatnya
- >
g - nor | Kelurahan Delima,
- =
w -
p— T
B =
E o
E wa dan penyewa yang melakukan
E wanprestasi pada tahun 2015 dalam penyev obil antara penyewa dengan Rizky Oto Rent

Car, dengan total populasi sebanyak 6 orang, terdiri dari:
- Pemberi Sewa : 1 orang

- Penyewa yang wanprestasi tahun 2015 -5 orang

4. Data dan Sumber Data
Data yang digunakan di dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder,

dengan rincian sebagai berikut: 15
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a. Data Primer, yaitu data-data yang diperoleh dari responden pada saat melakukan

penelitian di lapangan, baik melalui tanya jawab langsung maupun penyebaran

kuesioner.

b. Data Sekunde i a jian antara penyewa dan
‘!m‘awﬂ‘ e
_ , Qi T

on 1

i_kajian bahan

5. AlatPe

Alat pe uesioner kepada
responden pe ertanyaan secara
langsung den a pengumpulan data

melalui daftar mobil yang wan p

+A2ENA

qﬂ‘“
":
a
[
=
o]
(=%
2
QO
.
[
e}
D

_‘
)
[%2]
—t
QD
2.

=}
Y
o
QD
Y

6. Analisis Da

disajikan dalam bentuk tabel. Selanjutnya apangan tersebut dibandingkan dengan data
sekunder dalam bentuk peraturan perundang-undangan, literatur hukum dan berkas peijanjian
antara penyewa dan pemberi sew'a. Dalam penarikan kesimpulan pada penelitian ini dilakukan
dengan cara induktif, yaitu cara penarikan kesimpulan dari hal yang bersifat khusus yaitu
berupa ketentuan hukum perdata kepada hal-hal yang bersifat umum yaitu mengenai w-

anprestasi dalam peijanjian sewa menyewa.

16
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TINJAUAN UMUM
BAB Il

A. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian Pada Umumnya

1. Pengertian perjanjian

3 KUH Perdata adalah

seseorang bherja ad in atau di a dua itu Sa erjanji kepada orang
lain atau di mana : elaksanaka atu dari peristiwa ini

timbul hubunga A si Pasal 1313 KUH

orang atai lebih sa engik ‘ -H . 53 es alam lapangan harta
kekayaan.?®

Sebag S inla a t peijanjian adalah
perbuatan hukum berdasa ; aki nﬂ m. Dalam definisi

ini telah tampak ada er i buln uku (tumbuh/lenyap hak

17

R. Subekti. Op.,Cit, him. 1
Abdul Kadir Muhammad, Hukum Perikatan, Citra Adilya Bhakti, Bandung, 1992, him.78
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Perjanjian atau kontrak adalah suatu peristiwa di mana seorang atau satu pihak berjanji
kepada seorang atau pihak lain atau di mana dua orang atau dua pihak itu saling berjanji untuk

melaksanakan suatu hal (Pasal 1313 Kitab Undang- undang Hukum Perdata Indonesia). Oleh

berupa suatu
rangakaian f diucapkan atau

ditulis.

mengikatkan diri” dalam Pa . a i ‘ '

adalah suatu perbuatan hukum.

dimana satu orang atau lebih saling mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.
Menurut Rutten, rumusan peijanjian menurut Pasal 1313 KUHPerdata tersebut terlalu

luas dan mengandung beberapa kelemahan, adapun kelemahan tersebut dapat diperinci sebagai

berikut:

24 https://id.wikipcdia.org,"wiki/Peijanjian, diakses pada tanggal 20 januari 2015 18
0 Abdulkadir Muhammad, Hukum Perdata Indonesia, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993,

hhn. 199
% R. Setiawan. Op..Cit, him. 49



1. Hanya menyangkut peijanjian sepihak saja

Disini dapat diketahui dari rumusan satu orang atau lebih mengikatkan dirinya tehadap

satu orang atau lebih lainnya. Kata mengikatkan” merupakan kata kerja yang sifatnya

1 vdwnyo(]
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ini telah tampak adanya asas konsensualisme dan timbulnya akibat hukum (tumbuh/lenyap hak
dan kewajiban), kemudian menurut doktrin baru (teori baru) yang dikemukakan oleh Van
Dunne. perjanjian diartikan sebagai suatu hubungan hukum antara dua pihak atau lebih
berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum.?” 28

Perjanjian terdiri dari tiga unsur yaitu:""

19

*2 Salirn HS, Op.,Cit, him. 26
2 Handri Raharja, Op.,Cit\ hin. 46
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a. Essentialia
Bagian-bagian dari perjanjian yang tanpa itu perjanjian tidak mungkin ada. Misalnya

dalam perjanjian jual beli, harga dan barang merupakan unsure essentialia.

peraturan yang

C.
i mana undang-
k termasuk alat-
hukum mengenai
harta benda antara : ; am mana tu pihak be atau dianggap berjanji

untuk melaku pelaksanaan janji

tersebut.?® Ke : li : hwa perjanjian it suatu

Dari beberapa rumusan terseb an, bahwa perjanjian itu unsur-unsurnya
adalah:
1. Hubungan hukum.
2. Dua pihak/ lebih.
3. Kata sepakat.

4. Dalam lapangan harta kekayaan.

20
2% Wirjono Prodjodikoro, Op.,Ciu him.9
%0 Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum, Liberty, Yogyakarta, 1998, him.97
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5. Menimbulkan akibat hukum.
Hubungan hukum, yaitu suatu hubungan yang oleh hukum diletakkan sanksi.! Pihak-

pihak dalam perjanjian adalah kreditur dan debitur yang merupakan subjek peijanjian.

Kemudian kata sep telah setuju mengenai

“hn%!“ .@‘ alam Buku 111

sesuatu ya

KUH Pert

‘\\\\\\\\\\“E“;

%

21

3L Sigit Iriyanto, Asas-asas Hukum Perikatan, Fakultas Hukum UNTAG, Semarang, 2000, him.| 1
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2. AdaostinandaRa ifitam Darus Badrulzaman dalam bukunya yang berjudul

Kompilasi Hukum Perikatan, ada beberapa asas penting dalam hukum perjanjian pada

umumnya yang harus dipahami, antara lain, yaitu:®? 1. Asas Kebebasan Berkontrak.

erbentuk apapun baik isi

&‘mm“ ." 6’ ang mereka
3 i perti undang-

22

32 Miriam Darus Badrulzamaa Op.,CUy him. 87-89.
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c. Sepanjang kontrak tersebut dilaksanakan dengan itikad baik.

Asas kebebasan berkontrak ini memberikan kebebasan kepada para pihak untuk :

a.  Membuat atau tidak membuat perjanj i an.

b. Mengadakan perjanjian dengan siapa pun.

akan mengikat

ERAES

rat hubungannya

®
0
D
2
=
c
z
w

TRALNA

o
-

23
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Kesepakatan adalah persesuaian antara kehendak dan pernyataan yang dibuat oleh kedua

belah pihak.

. Asas Kepercayaan.

x f@@h jan kepercayaan ini,
g@ VA itu mempunyai

nan diatas, bahwa
di dalam perjanjian juga terkan atu asas kekuata gikat. Terikatnya para

iperjanjikan tetapi

walaupun ada perbec . [ ekayaal uasaan, jabatan dan lain-lain.
Ay
Masing-masing pihak wajib persamaan ini dan mengharuskan kedua

belah pihak untuk menghormati satu sama lain sebagai manusia ciptaan Tuhan.

24
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6. Asas Keseimbangan.
Asas ini menghendaki kedua belah pihak memenuhi dan melaksanakan perjanjian itu.

Asas keseimbangan ini merupakan kelanjutan dari asas persamaan. Kreditur mempunyai

nuntut pelunasan prestasi

.\‘ .hﬁ

epastian hukum.

sebagai undang-

mereka yang membuatnya.

25
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Asag ainesHat dalam perikatan wajar, dimana suatu perbuatan sukarela dari seseorang
tidak menimbulkan hak baginya untuk menggugat kontraprestasi dari pihak debitur. Juga
hal ini terlihat di dalam zaakwaamcming™ dimana seseorang yang melakukan suatu
perbuatan deng -

e 'ﬁ\

=

o
\ #
&

QD
Q)

i

tersebut menjadi batal dengan sendiri

™Jpid, Mm. 89.

26
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tetapi (vernietigbaar), yaitu dapat dibatalkan sedang peijanjian yang cacat dalam segi objeknya

yaitu: mengenai segi “suatu hal tertentu” atau ’'suatu sebab yang halal’! adalah batal demi

hukum/’®

ehendak antara satu

ataanya. karena

Pada dasarnya cara ya akukan oleh para pihak adalah dengan

.m‘\\‘

menggunakan dengan bahasa se ara lisan maupun secara tertulis. Tujuan
pembuatan perjanjian secara tertulis adalah agar memberikan kepastian hukum bagi para
pihak dan sebagai alat bukti yang sempurna, dikala timbul sengketa dikemudian hari.

Kesepakatan para pihak merupakan unsur mutlak untuk terjadinya suatu kontrak.

Adapun yang dimaksud dengan kesepakatan adalah penyesuaian pernyataan kehendak

antara satu orang atau lebih dengan pihak lainnya. Terjadinya kesepakatan dapat terjadi

27

J. Satrio, Hukum Perjanjian, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992, him.127
34 salim 1IS, Op.,Cil, him. 33
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secara tertulis dan tidak tertulis. Para pihak yang melakukan kesepakatan secara tertulis

biasanya dilakukan baik dengan akta di bawah tangan maupun dengan akta autentik.

Akta di bawah tangan merupakan akta yang dibuat oleh para pihak tanpa melibatkan

perbuatan hukum adalah orang yang sudah dewasa, yaitu mereka yang telah berusia 21
tahun atau sudah menikah.

Menurut Pasal 1330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, menyebutkan bahwa orang-
orang yang tidak cakap untuk membuat suatu perjanjian adalah:

a.  Orang-orang yang belum dewasa

28

3AhmadiMiru, Hukum Kontrak & Perancangan Kontrak, Raja GrafindoPersada, Jakarta, 2007,
him. 14.
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Orang-orang yang belum dewasa adalah orang yang belum berumur 21 tahun dan
belum menikah.

b.  Orang yang berada dibawah pengampuan.

pada umumnya

buat perjanjian-

para pihak, objek

juga berupa tidak

Istilah kala halal yang . Q i - "Jhr ata haram dalam hukum Islam,
tetapi yang dimaksud sebab “ dalah bahwa isi kontrak tersebut tidak
bertentangan dengan peraturan perundang- undangan.

Rcrdasarkan keterangan di atas dapat disimpulkan bahwa dalam membuat suatu
peijanjian haruslah memenuhi syarat-syarat tersebut agar sahnya suatu peijanjian. Di
samping itu terdapat juga beberapa unsur-unsur dalam perjanjian, yaitu :

1. Unsur essensialia.

Unsur essensialia merupakan unsur yang harus ada dalam suatu kontr%karena

tanpa adanya kesepakatan tentang unsur essensialia ini maka tidak ada kontrak.
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Sebagai contoh, dalam kontrak jual beli harus ada

“lbid, him. 30.
bid..hIm. 31.
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kesepakatan mengenai barang dan harga dalam kontrak jual beli, kontrak tersebut
batal demi hukum karena tidak ada hal tertentu yang diperjanjikan.

2. Unsur naturalia.

N tentang cacat

E a bahwa penjual
=

=

)

= 3.

=- oleh para pihak.

AP disay yepepe
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. @ “ dunga m bagi pihak pemilik atau
wae

yang menyewakan akan lebif g dimaksud suatu hal tertentu adalah

nery wesy sejisidAu) ueeyeisndiag

obyek perjanjian yang merupakan prestasi (pokok perjanjian). Prestasi adalah apa yang
menjadi kewajiban debitur dan menjadi hak kreditur.

4. Suatu sebab yang halal
Dalam Pasal 1320 KUHPerdata tidak dijelaskan pengertian sebab yang halal, tetapi

hanya disebutkan sebab yang terlarang (Pasal 1337 KUHPerdata), yaitu apabila

m"Tommi Rosandy, Pengantar Hukum Kontrak, dari https://tommirrosandy.wordpress.com 2011
/02/13/pengantar-hukum-kontrak/, diakses tanggal 12 September 2015.
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bertentangan dengan undang-undang kesusilaan, dan ketertiban umum.
Dari keempat syarat tersebut diatas syarat yang pertama dan kedua disebut syarat

subyektif, karena menyangkut pihak-pihak yang mengadakan perjanjian. Sedangkan syarat

yang ketiga dan kee : 3 ‘ angkut objek perjanjian.
Apabila 3 ama. hhﬂ“ .@6 pat dibatalkan.
Artinya sa 3 2Nga e an perjanjian

mengaturnya., te ] tahuan terdap ebagal berikut:
1) Teori
pihak menyatakan

dijalan, kemudian
2)

terjadi pada saat pe ala : ercaya secara objektif oleh pihak
lain.
3) T eorilJcapan (Vitingstheorie)
Dalam teori ini yang dilihat adalah ucapan (jawaban) debitur. Kata sepakat dianggap
telah terjadi pada saat debitur mengucapkan persetujuannya terhadap penawaran yang
dilakukan kreditur. Kalau dilakukan dengan surat, maka kata sepakat terjadi pada saat
menulis surat jawabannya.
4) Teori Pengiriman ( Verzendingstheorie)

Dalam teori kata sepakat dianggap telah terjadi pada saat debitur mengirimkan surat
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jawaban kepada kreditur. Jika dilakukan pengirimannya melalui pos. maka kata sepakat
dianggap telah leijadi ada saat surat jawaban tersebut distempel (cap) oleh kantor pos.

5) Teori Penerimaan (Onterangstheorie)

)
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Menurut teori ini kata sepakat terjadi pada saat kreditur menerima surat jawaban dari

debitur. Tcpatynya pada saat kreditur membaca surat jawaban tersebut, karena saat itu

ia mengetahui kehendak debitur.

mengetahui
pengetahuan

ang kreditur

dewasa apabila:

1) Telah berusia 21 tahun.
2) Telah menikah, meskipun belum berumur 21 tahun.
3) Orang-orang dewasa adalah orang-orang yang pada asasnya cakap untuk bertindak.
Ketentuan mengenai orang-orang yang ditaruh di bawah pengampunan, dalam Pasal 433
KUH Perdata disebutkan, setiap orang dewasa yang selalu berada dalam keadaan dungu

(onnoozelheid). sakit otak, gangguan jiwa, mata gelap (razernij) atau lemah akal (zwaldrid van
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Vermdgens). Selain itu juga orang yang karena keborosannya dapat ditaruh di bawah

pengampunan.

4. Berakhirnya Perj

S LTS ..
Q*ﬂ QE m%% @ 0 anjian dapa

ebut oleh ayat (4)

Q % ‘ g g hanya ada pada pcrjanjian-

petjanjian yang bersifat se

1. Perjanjian kerja;

2. Perjanjian sewa-menyewa.
e. Perjanjian hapus karena putusan hakim.
f.  Tujuan perjanjian telah dicapai.

g. Berdasarkan kesepakatan para pihak (herroeping).

38

37 Handri Raiiarjo,6”..C/r. hlir.95
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B. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian Sewa-Menyewa
1. Pengertian perjanjian sewa menyewa

Sewa Menyewa ialah suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikatkan

Menurut Yahya F persetujuan antara pihak yang

- LI N

menyewakan dengan pihak penyew enyewakan menyerahkan barang yang
hendak disewa kepada pihak penyewa untuk dinikmati sepenuhnya.*

Menurut Wiryono Projodikoro sewa-menyewa barang adalah suatu penyerahan barang
oleh pemilik kepada orang lain itu untuk memulai dan memungut hasil dari barang itu dan
dengan syarat pembayaran uang sewa oleh pemakai kepada pemilik.* "

Beberapa pengertian perjanjian sewa-menyewa di atas dapat disimpulkan bahwa ciri-
ciri dari perjanjian sewa-menyewa, yaitu:

39
a. Ada dua pihak yang saling mengikatkan diri. Pihak yang pertama adalah pihak yang
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menyewakan yaitu pihak yang mempunyai barang. Pihak yang kedua adalah pihak

penyewa, yaitu pihak yang membutuhkan kenikmatan atas suatu barang. Para pihak

dalam perjanjian sewa-menyew'a dapat bertindak untuk diri sendiri, kepentingan pihak

dapat dibuat secara lisan maupun tertulis. Bentuk perjanjian sewa-menyewa dalam
praktek khususnya sewa-menyewa bangunan dibuat dalam bentuk tertulis. Para pihak
yang menentukan subtansi atau isi perjanjian sewa-menyewa biasanya yang paling
dominan adalah pihak yang menyewakan dikarenakan posisi penyewa berada dipihak

yang lemah/8 40

40
M. Yahya Harahap, Op.Cit, him. 220.

39 Wiryono Projodikoro, Qp.,City, him. 190
40 Subekti, Op.,Cit, him.. 40.
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2. Subyek dan Obyek Perjanjian Sewa menyewa
Pihak-pihak yang terlibat dalam Perjanjian sewa-menyewa adalah:

a. Pihak yang menyewakan

Tujuan dari diadakanya perjanjian sewa-menyewa adalah untuk memberikan hak

pemakaian kepada pihak penyewa sehingga benda yang bukan bersetatus hak milik dapat
disewakan oleh pihak yang mempunyai hak atas benda tersebut. Jadi benda yang dapat
disewakan oleh pihak yang menyewakan dapat berupa hak milik, hak guna usaha, hak pakai,
hak mengunakan hasil, hak pakai, hak sew'a (hak sew'a kedua) dan hak guna bangunan.
Perjanjian sewa-menyewa menurut VVan Brekel, bahwa harga sewa dapat berwujud

41
barang-barang lain selain uang, namun barag-barang tersebut harus merupakan barang-barang
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bertubuh, karena sifat dari petjanjian sewa-menyew'a akan hilang jika harga sewa dibayar
dengan suatu jasa. Pendapat tersebut bertentangan dengan pendapat dari Subckti yang

berpendapat bahwa dalam perjanjian sewa-menyewa tidaklah menjadi keberatan apabila harga

kewajiban yang membeban yihak ewajiban pihak yang
menyewakan dapa ukar _. 1 ewajiban-kewajiban

tersebut, yait

disewakan pihak yang menyewakan barang diwajibkan untuk melakukan perbaikan-perbaikan
yang diperlukan atas barang yang disewakan. Ketentuan tersebut diatur di dalam Pasal 1551
ayat (2) KIJH Perdata yang berbunyi: “la harus selama waktu sewa menyuruh melakukan
pembetulan- pembetulan pada barang yang disewakan, yang perlu dilakukan kecuali
pembetulan-pembetulan yang menjadi wajibnya si penyewa.”

Pasal 1552 KUH Perdata mengatur tentang cacat dari barang yang disewakan. Pihak

42
yang menyewakan diwajibkan untuk menanggung semua cacat dari barang yang dapat
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merinangi pemakaian barang yang disewakan walaupun sewaktu peijanjian dibuai pihak-pihak
tidak mengetahui cacat tersebut. Jika cacat tersebut mengakibatkan kerugian bagi pihak

penyewa maka pihak yang menyewakan diwajibkan untuk menganti kerugian. Pihak yang

Pihak - wajiban juga menerima hak.
Hak-hak yang dipe i C s i < ﬂ tentuan pasal 1548
K.U H Perdata,

a.

kewajiban-kewajiban, yaitu:

a. Memakai barang yang disewa sebagai bapak rumah yang baik, sesuai dengan tujuan
yang diberikan pada barang itu menurut perjanjian sewanya, atau jika tidak ada
perjanjian mengenai itu, menurut tujuan yang dipersangkakan berhubungan dengan
keadaan

b. Membayar harga sewa pada waktu-waktu yang telah ditentukan.

43
c. Menanggung segala kerusakan yang terjadi selama sewa-menyewa, kecuali jika
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penyewa dapat membuktikan bahwa kerusakan tersebut terjadi bukan karena kesalahan
si penyewa.
d. Mengadakan perbaikan-perbaikan kecil dan sehari-hari sesuai dengan isi perjanjian

SEwa-menye
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a) Musnah secara total (seluruhnya)
Jika barang yang menjadi oyek perjanjian sewa-menyewa musnah yang diakibatkan
oleh peristiwa di luar kesalahan para pihak maka peijanjian tersebut gugur demi hukum.
Pengertian musnah disini berarti barang yang menjadi obyek perjanjian sewa-menyewa
tidak lagi bisa digunakan sebagai mana mestinya, meskipun terdaat sisa atau bagian
kecil dari barang tersebut masih ada.

Ketentuan tersebut diatur di dalam pasal 1553 KUH Perdata yang menyatujgn jika
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musnahnya barang terjadi selama sewa-menyewa berangsung yang diakibatkan oleh suatu
keadaan yang diakibatkan oleh suatu keadaan yang tidak bisa dipertanggung jawabkan pada

salah satu pihak maka perjanjian sewa-menyewa dengan sendirinya batal, b) Musnah

sebagian

\ A
““-‘ \ Q Q ﬁﬁﬁ“ '@ 6 nah sebagian
: 3 i'? 2 3 ya walaupun

= &

i b L G Y

ian sewa-menyewa

yang menyewakan

kecuali apabila waktu membentuk perjanjian sewa-menyewa ini diperbolehkan.

b. Putusan Pengadilan
Penghentian hubungan sewa-menyewa yang dikehendaki oleh salah satu pihak saja,
hanya dapat dilakukan dengan putusan pengadilan seperti yang diatur di dalam pasal
10 ayat (3) PP No. 49 Tahun 1963 jo PP No. 55 Tahun 1981.

c. Benda obyek sewa-menyewa musnah
45

4 http://rayklangcnan.blogspot.co.id/2009/10/sewa-menyewa.html, diakses pada tanggal 22 januari 2016
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Pasal 1553 KUH Perdata mengaur apabila benda sewaan musnah sama sekali bukan

karena kesalahan salah satu pihak, maka perjanjian sewa- menyewa gugur demi hukum.

Dengan demikian peijanjian berakhir bukan karena kehendak para pihak melainkan
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mungkin tidak dikehendaki oleh para pihak, tetapi hubungan hukum dan akibat hukumnya
ditentukan oleh undang-undang.
Perkataan wanprestasi berasal dari bahasa Belanda, Wanprestatie yang berarti: prestasi

buruk. Menurut R. Subekti, wanprestasi adalah :
Apabila si berutang (debitur) tidak melakukan apa yang dijanjikannya, maka

dikatakan ja melakukan “wanprestasi’. la alpa atau “lalai” atau ingkar janji, la

46

42 Jbid
43 Mariam Darus Badrulzaman, Asas-Asas Hukum Perikatan. FH USU, Medan, 1990, him. 8.
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melanggar peijanjian, bila ia melakukan atau berbuat sesuatu yang tidak boleh

dilakukannya“.*4

Di dalam suatu peijanjian dimungkinkan teijadinya suatu wanprestasi (kelalaian atau

kealpaan) yang dila debitor dalam meme ibannya kepada kreditor.
Apabila i||| \Q&&@&“ .@ a_dikatakan ia
melakukan wa ; i a bar perjanjian,

hal:
1. Kesengaja udnya perbuata 1emang dik aki oleh tergugat.
2. Kelal | jugat tidak men an bahwa akibat itu

akan

didalamnya adanya

kesengajaan tert jgantikan | pada hal kelalaian.

Qﬁ_*\\‘-

4. Melakukan sesuatu yang dak boleh dilakukan.

Terhadap kelalaian atau kealpaan si berutang atau debitor sebagai pihak yang wajib
melakukan sesuatu diancam beberapa sanksi atau hukuman. Sanksi yang tidak enak bagi debitor
yang lalai ada empat macam, yaitu:

1. Membayar kerugian yang diterima oleh kreditor atau dengan singkat dinamakan ganti

47

4 Subekti, Op.C.U., him 45
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rugi;

2. Pembatalan perjanjian atau juga dinamakan pemecahan perjanjian;
3. Peralihan resiko;

Membayar biaya perkara, kalau sampai diperkarakan.di.depan hakim.

ang yang normal

subjektif, yaitu

ng gila atau orang

gi dan bunga. Biaya

3
2}
=
o
«
Qo
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adalah s dah dikeluarkan oleh
satu piha N barang-barang kepunyaan
kreditur yang dia la a adalah kerugian yang berupa

o oleh kreditur.”#546

juga harus berbentuk uang.>*'
Lebih lanjut R. Sctiawan menentukan ukuran ganti rugi, yaitu sebagai berikut:
1. Ukuran obyektif, yaitu harus diteliti berapa kerugian pada umumnya dari seorang

kreditur dalam keadaan yang sama seperti kreditur yang
bersangkutan.

Sri Soedewi Masychocn Scfwan, Pokok-Pokok. Hukum Perjanjian, Liberty, Yogyakarta, 1983, him. 26’68
;* Subekti, Op.Cit.hlm. 47
4 Hartono Hadi Suprapto, Pokok-Pokok hukum Perikatan dan Hukum Jaminan. Liberty. Yogyakarta, 1997, him. 45
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2. Keuntungan yang akan diperoleh disebabkan karena adanya perbuatan wanpre stasi.*’

Wanprestasi tidak selalu terjadi dengan sendirinya, teutama pada perikatan yang tidak

dengan ketentuan waktu ingga tidak ada kepastian kapan.ia-betul- betul wanprestasi. Jalan

243 KUHPerdata,

yaitu:
perjanjian barulah
J ! nuhi kewajibannya,
masih tetap me jika se ‘ atau dibuatnya hanya

Terhadap kelalaian atau kealpaan si berutang, diancamkan beberapa sanksi atau
hukuman. Hukuman atau akibat-akibat yang tidak enak bagi debitur yang lalai ada empat
macam, yaitu:

1. Membayar kerugian yang diderita oleh kreditur atau dengan singkat dinamakan ganti

rugi;

47 R. Setia wan, Pokok-Pokok Hukum Perikatan, PT. Binacipia, Bandung, 2000, him. 69. 49
48 M. Yahya Harahap, Segi-Segi Hukum Perjanjian, Cet. 11, Alumni, Bandung, 1986, him. 60. Abdulkadir
Muhammad, Op.,Cit., him. 22
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2. Pembatalan perjanjian atau juga dinamakan pemecahan perjanjian;
3. Peralihan resiko;

4. Membayar biaya perkara, kalau sampai diperkarakan di depan hakimi®

dijanjikan : an suatu p elakukan prestasi yang dijanjikan.
Dalam jual
si pembeli, atau
yut. Paling mudah
perjanjian yang

Apabila orang itu

prestasi dapat seketika dilaku salnya dalam jual beli suatu barang tertentu
yang sudah di tangan si penjual, maka prestasi tadi (dalam hal ini menyerahkan
barang tersebut) tentunya juga dapat dituntut seketika. Apabila prestasi tidak
seketika dapat dilakukan, maka si berhutang perlu diberikan waktu yang pantas.
Tentang bagaimana caranya memperingatkan seorang debitur, agar jika ia
tidak memenuhi teguran itu dapat dikatakan lalai, diberikan petunjuk oleh Pasal

50

49 Soebekti, Op.,Cit, hini. 45
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1238 KUHPerdata. Pasal itu berbunyi sebagai berikut:
Si berhutang adalah lalai, bila ia denagn surat perintah dan dengan sebuah akta sejenis
itu telah diakatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, menetapkan bahwa si

berhutang akan harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan.

2. Hak ntut pemutusan perikatan atau apabil: atar t timbal balik,

suatu perbandingan di antara keadaan kekayaan sesudah terjadinya ingkar janji dan keadaan
kekayaan seandainya tidak terjadi ingkar janji. Dalam soal penuntutan ganti rugi, oleh Undang-
Undang diberikan ketentuan-ketentuan tentang apapun yang dapat dimasukkan dalam ganti rugi
tersebut. Boleh dikatakan, ketentuan-ketentuan itu merupakan pembatasan dari apa yang boleh
dituntut sebagai ganti rugi. Dengan demikian seorang debitur yang lalai atau alpa, masih juga
dilindungi oleh Undang-Undang terhadap kesewenang-wenangan si kreditur. Seperti juga ia

51
sudah
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60 Mariam Daras Badrulzaman, Kompilasi Hukum Perikatan, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung,
2001, him. 21.

pernah dilindungi oleh KUHPerdata (Pasal 1338 ayat 3) dalam soal pelaksanaan perjanjian.

Sekarang ia dilindungi pula dalam soal ganti rugi dengan adanya pembatasan ganti rugi itu.

Y
)
%

adapun bentuk

eijadi wanprestasi

Kewajiban membayar ganti ru ergoeding) tersebut tidak timbul seketika
terjadi kelalaian, melainkan baru efektif setelah debitur dinyatakan lalai (ingebrekestelling)

dan. tetap tidak melaksanakan prestasinya. llal ini diatur dalam

Mbid.hlm. 47.

Pasal 1243 KUIIPerdata, sedangkan bentuk pernyataan lalai tersebut diatur dalam Pasal 1238
KUHPerdata yang pada pokoknya menyalakan :

1. Pernyataan lalai tersebut harus berbentuk surat perintah atau akta lain yand2ejenis,
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yaitu suatu salinan dari pada tulisan yang telah dibuat lebih dahulu oleh juru sita dan

diberikan kepada yang bersangkutan.

. Berdasarkan kekuatan perjanjian itu sendiri.

ingatan atau anmaning

a1 '0.‘

STTAS IS4
ﬁ\‘“ﬁﬂ 2

53
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BAB I11
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
kK Dalam Pelaksanaan Sew a

A. Ketentuan Mengenai.Hak Dan Kewajiban Para Piha

sekarang i tidak a da : e N etapi dapat juga
dinikmati de
mobil ini, maka pi enyewa dapat T an benda yang telah
disewanya terset am jangka wakitu te seda | enyewakan dapat
diuntungkan g = yaran uan o yang telah dilakukan.

Peijanjian_se ewa_pada a_merupake anjian konsensuil,

dalam hal ini tergantung dari keingina k. Apakah penyewa akan menyewanya per
jan/per hari' bahkan bisa lebih. Pembayaran uang sewanya dilakukan lunas pada saat perjanjian
diadakan dan juga jaminannya sebagai tanggungan, dalam hal ini jaminan yang dicantumkaan
dalam perjanjian tersebut adalah sebuah kendaraan / mobil beserta surat-suratnya serta kartu
identitas dari penyewa.

Perjanjian sewa menyewa mobil ini dibuat oleh para pihak secara tertulis, karena obyek

sewanya mempunyai nilai yang tidak sedikit. Surat petjanjian sewa menyewa ini megpunyai

fungsi yang sangat penting, karena dengan adanya surat perjanjian sewa menyewa mobil ini.
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maka para pihak akan lebih mudah untuk mengetahui hak dan kewajiban masing-masing pihak
secara jelas, di samping itu juga untuk lebih memudahkaan dalam pembuktian seandainya

terjadi perselisihan antara kedua belah pihak.

maksud kedz 5 s gan é at sewa menyewa
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Pada tabel di atas dapat dije va pengetahuan penyewa mobil tentang
Prosedur Peijanjian Sewa Menyewa Mobil Pada Rizky Oto Rent Car, dapat dikatakan mudah,
hal ini dapat dibuktikan bahwa dari hasil jawaban penyewa mobil menjawab mudah sebanyak
5 orang atau 100%, jadi berdasarkan hal tersebut penyewa mobil mengetahui prosedur penyewa
mobil mudah.

Dalam peijanjian sewa menyewa mobil terjadi kesepakatan antara para pihak, yaitu

55

%0 Hasil wawancara penulis dengan Randi Fajri Yunus selaku Pemilik Rizky Oto Rent Car



pihak rent car dan pihak penyewa tentang besarnya uang sewa yang harus dibayar, karena
perjanjian sewa menyewa itu dilaksanakan, hak dan kewajiban yang timbul dari akibat adanya
perjanjian sewa menyewa, hubungan ini adalah hubungan untuk melakukan jasa.

Menurut Rutten, a/.as-azas hukum perjanjian yang diatur dalam Pasal 1338 KUII

Perdata ada3 (tiga), yaitu:>t
1. Azas Konsensualisme, bahwa perjanjian yang dibuat itu pada umumnya bukan secara

formil tetapi konsensuil, artinya peijanjian itu selesai karena persetujuan kehendak atau
konsensus semata-mata.

2. Azas kekuatan mengikat dari perjanjian, bahwa pihak-pihak harus memenuhi apa yang
telah dijanjikan, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1338 KUH Perdata, bahwa
perjanjian berlaku sebagai Undang-undang bagi para pihak.

3. Azas kebebasan berkontrak, dalam hal ini orang bebas membual atau tidak membuat
perjanjian, bebas menentukan isi. berlakunya dan syarat-syarat perjanjian, dengan
bentuk tertentu atau tidak dan bebas memilih Undang- undang mana yang akan dipakai
untuk perjanjian itu.

Demikianlah seterusnya dapat ditarik kesimpulan di dalam perjanjian
terkandung suatu asas kekuatan mengikat. Terikatnya para pihak pada perjanjian
itu tidak semata-mata terbatas pada apa yang diperjanjikan akan tetapi juga
terhadap beberapa unsur lain sepanjang dikehendaki oleh kebiasaan dan kepatutan
serta moral. Demikianlah sehingga asas-asas moral, kepatutan dan kebiasaan yang

mengikat para pihak.3?
Berdasarkan hasil wawancara penulis dengari Randi Fajri Yunus selaku Pemilik Ri/ky
Oto Rent Car menyatakan bahwa Waktu Sewa dan Harga Sewa Serta Jenis Mobil Sewa Dalam
Perjanjian Sewa Menyewa Mobil di Rizky Oto Rent Car adalah dimana Waktu Sewa dan Harga
Sewa Serta Jenis Mobil Sewa disesuaikan dengan permintaan penyewa, namun yang ada
kendala adalah waktu pengembalian terkadang ada yang tidak sesuai dengan perjanjian. Dalam
pelaksanannya mengenai batas waktu sewa telah merupakan kesepakatan bersama akan tetapi

karena sesuatu hak yang sangat penting maka sering terjadi pihak penyewa memperpanjang

waktu secara sepihak, artinya bahwa pihak penyewa memberitahukan keterlambatan

51 Purwahid Patrik, Asas Iktikad Baik dan Kepatutan dalam Perjanjian. Badan Penerbit UNDIP Seman%ﬁg, 1996,
him. 3
52 Mariam Darus Badrulzaman, ()p.,CU, him. 87-88
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pengembalian mobil kepada pihak yang menyewakan dengan memperhitungkan harga
sewanya. Jadi penentuan waktu sewa berkaitan dengan harga sewanya.>

Selanjutnya Dalam praktek juga sering terjadi apabila mobil tersebut tidak

Sewa dan 2 enis M € ia , yewa Mobil di

Rizky Oto

W a Serta
Oto Rent

hal tersebut penyewa mobil menyatakan Waktu Sewa dan Harga Sewa Serta Jenis Mobil Sewa

Dalam Perjanjian Sewa Menyewa Mobil di Rizky Oto Rent Car tidak sesuai dijalankan.

57
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Pengertian dari pelaksanaan perjanjian adalah suaiu realisasi atau pemenuhan hak dan
kewajiban yang telah diperjanjikan oleh para pihak demi mencapai tujuannya. Tujuan dari

perjanjian itu tidak akan terwujud apabila tidak ada pelaksanaan daripada perjanjian itu. Dalam

Secara garis besa : X e eluang yang seluas-
luasnya bagi

perlu bagi tuj

‘ﬁ‘ jian, diperbolehkan
ukum perjanjian hanya

5 Subekti, ()/>. Cit. him. 1
5 R. subekti, Op..Cit, him., 14.
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lebih yang memberi kekuatan hak pada satu pihak untuk memperoleh prestasi dan
sekaligus mewajibkan pada pihak lain untuk melakukan prestasi. "

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Randi Fajri Yunus selaku Pemilik

KTP/STM/KK

cibatkan oleh faetor

an/ kehilangan pada

a saat kendaraan

¢) Bertanggung jawab secara bersama bagi penyewa sebab akibat terjadinya kemgian
di luar kesalahan penyewa (overmacht) selama berlangsungnya perjanjian sewa
menyewa mobil. 56 57
b. Hak dan Kewajiban pihak penyewa dalam perjanjian sewa menyewa mobil:

a) 1 lak bagi pihak penyewa mobil :

64

% M. Yahya llarahap. Op.,Cit" him.6
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» Menerima mobil sesuai dengan perjanjian yang lelah disepakati.

» Memperoleh kenikmatan atas barang yang disewa selama berlangsungnya

masa sewa.

b)

keterangan dari penye . Q ‘ “ engetah

hak dan kewajiban para pihak dala enyewa mobil pada Ri/.ky Oto Rent Car

adalah sebagai berikut:

Tabel 111J
Pengetahuan Penyewa Mobil Tentang Hak Dan Kewajiban Para Pihak Dalam
Perjanjian Sewa Menyewa Mobil Pada Rizky Oto Rcnt Car

No Jawaban Responden Jumlah Persentase %
1 |Mengetahui 5 100
2 [Tidak Mengetahui 0 0
Jumlah 5 orang 100%

Sumber : Data Olahan 2016
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Pada tabel di atas dapat dijelaskan bahwa pengetahuan penyewa mobil tentang hak dan
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kewajiban para pihak dalam perjanjian sewa menyewa mobil pada Rizky Oto Rent Car, dapat
dikatakan menegtahui, hal ini dapat dibuktikan bahwa dari hasil jawaban penyewa mobil

menjawab mengetahui sebanyak 5 orang atau 100%, jadi berdasarkan hal tersebut penyewa

dan kewajiban-kewajiban yang

\\‘%

harus dilaksanakan atau yang tidak b an oleh salah satu pihak dalam perikatan.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Randi Fajri Yunus selaku Pemilik Ri/.ky
Oto Rent Car menyatakan bahwa bentuk perjanjian dalam pelaksanaan perjanjian sewa
menyewa pada Rizky Oto Rent Car adalah yang menjadi dasar hubungan antara penyewa

dengan pemberi sew'a adalah dalam bentuk peijanjian lisan dan tulisan.>®

Selanjutnya dijelaskan juga bahwfa secara normatif bentuk peijanjian tertulis

66

%8 Subekti, Op.,Cit, him. 36.
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memberikan kepastian terhadap hak dan kewajiban para pihak dalam pelaksanaan peijanjian
sewa menyewa sehingga jika terjadi perselisihan akan membantu proses pembuktian.

Adapun keterangan dari penyewa mobil mengenai pengetahuannya tentang bentuk

il tentang bentuk
perjanjian dalam-pelaksana janjian sews /ewa pada )to Rent Car, dapat
dikatakan dalz e i 2) ¢ asil jawaban penyewa

mobil menjawe (K 9 ata adi asarkar tersebut penyewa

menimbulkan "Hak” dan *’Kewajiban” yang harus dilaksanakan oleh kedua belah pihak secara
timbal balik.

Bentuk perjanjian dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu: tertulis dan lisan.
Perjanjian tertulis adalah suatu perjanjian yang dibuat oleh para pihak dalam bentuk tulisan,
sedangkan perjanjian lisan adalah suatu perjanjian yang dibuat oleh para pihak dalam wujud

lisan (cukup kesepakatan para pihak).* 6°
67

80 http://deanazcupcup.blogspot.co.id2011/04/bentuk-bentuk-perjanjian-dan-fungsi.html, diakses pada tanggal 22
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Perikatan yang lahir dari perjanjian menimbulkan hubungan hukum yang memberikan
hak dan meletakkan kewajiban kepada para pihak yang membuat petjanjian berdasarkan atas

kemauan dan kehendak sendiri dari para pihak yang bersangkutan yang mengikatkan diri

Nt N
-

a yang menyewa

. Rizky Oto Rent

jaminan dalam

berikut:

‘\“\‘?&‘;\3‘3
§

)
3
Y
@
>
&
)
S
D
@
S5

Perjan
No Persentase %
1 |Ada 40
.2 Tidak Ada 60
Jumlah 100%

Sumber : Data Olahan 2016
! hasil wawancara penulis dengan Randi Fajri

unus selaku Pemilik Rizky Oto Rent Car

Pada tabel di atas dapat dijelaskan bahwa pengetahuan penyewa mobil tentang
pemberian jaminan dalam pelaksanaan perjanjian sewa menyewa pada Rizky Oto Rent Car,
dapat dikatakan dalam tidak ada memberikan jaminan;, hal ini dapat dibuktikan bahwa dari

hasil jawaban penyewa mobil menjawab tidak ada sebanyak 3 orang atau 60%. jadi berdasarkan

hai tersebut penyewa mobil menyatakan sebagian besar tidak ada pemberian jaminan dalam
68

Januari 2016.
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pelaksanaan perjanjian sewa menyewa pada Rizky Oto Rent Car.
Jaminan dapat dibedakan menjadi 2 macam, yaitu:

1. Jaminan materiil (jaminan kebendaan), yaitu jaminan kebendaan dalam arti

penyewa.

Hak dapat ditinjau dari beberapa segi, yaitu dari segi eksistensi hak itu sendiri, dari segi
keterkaitan hak itu dalam kehidupan bernegara dan dari segi keterkaitan hak itu dalam
kehidupan bermasyarakat. Dilihat dari segi keterkaitan antara hak itu dan kehidupan
bermasyarakat, terdapat hak-hak privat yang terdiri dari hak-hak absolut dan hak-hak relatif/'

Perbedaan antara hak-hak absolut dan hak-hak relatif, yaitu:

69

61 Salim HS., Perkembangan Hukum .Jaminan di Indonesia, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta. 2008, him. 23-24
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1. Hak absolut dapat diberlakukan kepada setiap orang sedangkan hak relatif hanya

berlaku untuk seseorang tertentu. Dengan adanya hak relatif, pihak ketiga harus

menghormati hubungan hukum yang ada.

2. Hak-hak abse . nakan apa yang menjadi

M&m“ !e*

hak absolut ini

oi ang dimiliki
i

7> Peter Mahm

mem ; a an sesuatu i 3 sesuatu. Sisi balik hak
relatif adalah kewajiban orang lair membe akukan sesuatu, atau

tidak

Sewa Menyewa Mobil Pada Rizky ent Car Di Kota Pekanbaru.

Pada dasarnya suatu perjanjian berawal dari suatu perbedaan atau ketidaksamaan
kepentingan diantara para pihak yang bersangkutan. Perumusan hubungan perjanjian senantiasa
diawali dengan proses negosiasi diantara para pihak. Melalui proses negosiasi para pihak
berupaya menciptakan bentuk-bentuk adanya kesepakatan untuk saling mempertemukan
sesuatu yang diinginkan (kepentingan) melalui proses tawar menawar tersebut.”

Pada umumnya berawal terjadinya perbedaan kepentingan para pihak akarOdicoba
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dipertemukan melalui adanya kesepakatan para pihak. Oleh karena itu melalui hubungan

perjanjian, perbedaan tersebut dapat diakomodir dan selanjurnya dapat dibingkai dengan

sebuah perangkat hukum sehingga dapat

kesepakatan itu dilanggar maka ada akibat hukumnya, si pelanggar dapat dikenakan akibat
hukum atau sanksi.
Setiap individu memerlukan hukum sebagai suatu tolak ukur benar atau salah dalam

melakukan kegiatannya sehari-hari, baik dalam pergaulan antar individu maupun dalam

kehidupannya bermasyarakat dan bernegara. Tolak ukur benar atau salah itu sendiri diperlukan

6 Ibid. 71

83 Handri Raharjo, Op.,C77,h!m.42
¢ Sudikno Mertokusumo, Op. Cit, hlm. 96.
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untuk dapat tercipta rasa aman dan perlindung<m bagi setiap pihak dalam melakukan hubungan
hukum.

Hukum adalah suatu tata perbuatan manusia, “tata perbuatan” mengandung arti suatu

peraturan saje emp De gﬁ” dari suatu tata
hukum perl 3 af a atas da ahaman yang jelas
tentang hubunga an ya Se a hakikat hukum dapat
dipahami de

Hukum dala : _ nykianat dili lBtRaas aik dalam bentuk
peraturan tertulis, tidak te _ ':‘ aga .:h m ma gai proses yang tumbuh

dan berkembang e 3 m tertulis adalah

alam masyarakat, maksud penelahan tersebut tidak boleh terlepas v Hans Kelsen, Op.,CiL him. 3.
dari alam pikiran dan kerangka dasar pembangunan nasional yang sedang benjaian sebagai
suatu hubungan yang bersifat inteipendesi, yaitu suatu hubungan yang sedemikian erat dan
saling menentukan antara satu dan lainnya. Oleh karena itu. studi hukum perlu selalu dikaitkan
dengan masalah-masalah pembangunan.*«

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Randi Fajri Yunus selaku
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Pemilik Rizky Oto Rent Car menyatakan bahwa Penyelesaian Sengketa Terhadap Wanprestasi



Oleh Penyewa Dalam Pelaksanaan Sewa Menyewa Mobil Pada Rizky Oto Renl Car Di Kota
Pekanbaru adalah adapun penyelesaian yang dilakukan dengan musyawarah dengan
menghubungi penyewa dan menyelesaikan masalahnya secara bersama dengan baik, Apabila
pihak Rizky Olo Rent Car tidak melakukan tindakan/menuntut ganti-rugi karena penggunaan
tidak menyimpang dari apa yang diperjanjikan dan tidak mengakibatkan kerugian, tetapi
apabila dalam penggunaan yang menyimpang mengakibatkan kerugian bagi pihak Rizky Oto
Rent Car maka pihak yang. menyewakan akan menuntut“ganti rugi atau kerusakan yang
dilakukan pihak penyewa dan di Rizky Oto Rent Car jarang yang dilakukan penyelesaikan ke
jalur pengadilan.5>©6

Adapun keterangan dari penyewa mobil mengenai pengetahuannya tentang Penyelesaian
Sengketa Terhadap Wanprestasi Oleh Penyewa Dalam Pelaksanaan Sewa Menyewa Mobil

Pada Rizky Oto Rent Car Di Kota Pekanbaru adalah sebagai berikut:

Tabel 11L6
Pengetahuan Penyewa Mobil Tentang Penyelesaian Sengketa Terhadap
Wanprestasi Oleh Penyewa Dalam Pelaksanaan Sewa Menyew a Mobil Pada

Rizky Oto Rent Car Di Kota Pekanlparu
No |Jaw'aban Responden Jumiah Persentase %
1 |Musyawarah 5 100
Jalur Pengadilan 0 0
Jumlah 5 orang 100%

Sumber : Data Olahan 2016
Pada tabel di atas dapat dijelaskan bahwa pengetahuan penyewa mobil tentang
Penyelesaian Sengketa Terhadap Wanprestasi- Oleh™ Penyewa Dalam Pelaksanaan Sewa
Menyewa Mobil Pada Rizky Oto Rent Car Di Kota Pekanbaru, dapat dikatakan dalam
penyelesaiannya dengan musyawarah, hal ini dapat dibuktikan bahwa dari hasil jawaban
penyewa mobil menjawab musyawarah sebanyak 5 orang atau 100%, jadi berdasarkan hal
tersebut penyewa mobil menyatakan Penyelesaian Sengketa Terhadap Wanprestasi Oleh

Penyewa Dalam Pelaksanaan Sewa Menyewa Mobil Pada Rizky Oto Rent Car Di Kota
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~NJusuf Anwar, Pasar Modal Sebagai Sarana Pembiayaan Investasi, Penerbit PT. Alumni, Bandung, 2005, him. 26.
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Pekanbaru dengan musyawarah.
Wanprestasi merupakan suatu pelanggaran hukum atau tindakan melawan hukum,

yang lebih dikenal dengan istilah onrechtmatigedaad. Wanprestasi terjadi karena adanya salah

prestasi atau

erancang Suatu
~ Abdulkadir

wanprestasi al-ha 0 ' tur &1 telah melakukan

jika diperhatikan

estasi timbul dari

debitur harus lebih banyak mengganti ke dari pada bal kelalaian. Menurut Pasal 1338
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai
undang-undang bagi mereka yang membualnya. Selanjutnya dikatakan persetujuan harus
dilaksanakan dengan iktikad baik.

Peijanjian pada umumnya berisikan kewajiban yang harus dijalankan oleh masing-
masing pihak yang terikat oleh perjanjian itu. jika salah satu pihak tidak menjalankan apa yang

menjadi bak dan kewajiban sesuai dengan isi perjanjian, maka akan timbul wanprestasigDalam
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suatu peijanjian yang penting adalah terpenuhinya prestasi dalam perjanjian antara kedua belah

pihak jika salah satu pihak mengadakan perjanjian tersebut tidak memenuhi prestasinya, maka

perbuatan tersebut dapat merugikan pihak lainnya yang mengikatkan diri terhadap

75
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BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

akan/ kehilangan

ahan penyewa saat

2)
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h) Menyediakan mobil dalam kondisi baik siap pakai selama masa sewa dan
bertanggung jawab terhadap cacat tersembunyi.

c) Bertanggung jawab secara bersama bagi penyewa sebab akibat terjadinya

bakar minyak (BBM)

d) Penyewa menggunakan mobil sesuai dengan keperluannmya.

e) Wajib menyerahkan mobil sesuai dengan waktu yang telah dipcijanjikan.

f) Mengembalikan mobil dalam keadaan seperti waktu menyewa.

g) Memelihara mobil seperti miliknya sendiri selama masa sewa.
2. Penyelesaian Sengketa Terhadap Wanprestasi Oleh Penyewa Dalam

77
Pelaksanaan Sewa Menyew'a Mobil Pada Rizky Olo Rent Car Di Kota Pekanbaru
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adalah dilakukan dengan musyawarah dengan menghubungi penyewa dan
menyelesaikan masalahnya secara bersama dengan baik. Apabila pihak Rizky Oto Rent

Car tidak melakukan tindakan/menuntut ganti rugi karena penggunaan tidak

menyimpang d ibatkan kerugian, tetapi

‘ "QRWE“ .ga jan bagi pinak
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B. Saran

Selanjutnya atas kesimpulan tersebut di atas, dapat disarankan bahwa:

1. Untuk mencegah .erjadinya perselisihan mengenai resiko dan wanprestasi yang

dilakukan oleh penyewa, maka alangkah baiknya jik am membuat perjanjian sewa

79
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